BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Organisasi dijalankan secara terstruktur agar d apat mencapai tujuan yang
diinginkan. Terdapat berbagai proses manajemen organisasi yang harus dikelola
dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut George R. Terry
dalam (Sedarmayanti, 2018, him. 24) “Manajemen merupakan proses khas, terdiri
dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan, yang
dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya”. Perencanaan,
pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan dikenal sebagai fungsi
manajemen dalam mengelola organisasi untuk dapat mencapai tujuan
organisasinya. Dalam menjalankan fungsi manajemen ini, organisasi harus
mendapatkan dan mengelola informasinya dengan baik. Organisasi tidak dapat
mengambil keputusan yang bisa diperkirakan keberhasilannya dengan tanpa
mendapatkan informasi yang berdasarkan data faktual. Maka diperlukanlah arsip,
karena seperti yang diungkapkan Sedarmayanti (2018, him. 38) arsip merupakan
pusat ingatan dari setiap organisasi. Arsip menampung beraneka ragam bahan
informasi yang berguna. Bahan informasi yang penting harus selalu diingat, dan
bila diperlukan harus dengan cepat dan tepat dapat disajikan seiap saat, dalam
rangka membantu memperlancar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, salah
satu hal terpenting yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi adalah arsip.

Pemerintah mewajibkan seluruh organisasi untuk membentuk unit
kearsipan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang
No. 43 Tahun 2009 bahwa:

Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk oleh
setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, badan
usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).
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Pemerintah mempunyai tujuan dalam mewajibkan seluruh organisasi untuk
membentuk unit kearsipan, salah satu tujuannya tertuang di Pasal 3 Undang-
Undang No. 43 Tahun 2009 yaitu:

Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dalam pemanfaatan
arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maksudnya bahwa
pengelolaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang mampu
menampung dan merespons kebutuhan perkembangan zaman.

Pemerintah mewajibkan pembuatan unit kearsipan di tiap organisasi untuk
menyelenggarakan kearsipan dengan komprehensif dan terpadu. Pemerintahan
daerah yang menjalankan penyelenggaraan arsip di daerah yaitu beberapa
Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta yang penyelenggaraan kearsipannya
menjadi tanggung jawab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta
(Disipusda) sebagai lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dijelaskan di Pasal 6
Ayat (3) Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 bahwa:

Penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab

pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga
kearsipan Kabupaten/Kota.

Tugas pokok unit kearsipan pada dasarnya adalah menerima dan mencatat
surat, mendistribusikan surat, menyimpan, menata dan menemukan kembali arsip,
serta memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan arsip,
mengadakan pemeliharaan arsip, dan merencanakan penyusutan arsip yang telah
lama disimpan (Sedarmayanti, 2018, him. 43). Berkaitan dengan tugas pokok unit
kearsipan, Disipusda Kabupaten Purwakarta sebagai yang bertanggung jawab
dalam mengawasi kegiatan kearsipan untuk Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta, telah mendapatkan hasil temuan sementara tiap Perangkat Daerah
dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Hasil Pengawasan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

No Aspek Hasil
1 Sumber Daya Manusia |a) Belum semua Perangkat Daerah
(SDM) memiliki arsiparis (22 dari 29
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b)

perangkat daerah tidak memiliki
arsiparis)

Belum semua petugas pengelola arsip
dimasukan dalam slot jabatan sebagai
pengelola arsip/pranata kearsipan di

Perangkat Daerah yang tetap.

2 Penciptaan Arsip

a)

b)

Pemberkasan arsip di Perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta belum
dilaksanakan sesuai dengan Kklasifikasi
arsip

Penataan arsip masih berdasarkan pada
jenis naskah dinas

Belum melakukan penyusunan daftar
arsip aktif, daftar berkas, dan daftar isi

berkas.

3 Pengelolaan Arsip

a)

b)

Dalam pengendalian naskah dinas
masuk, hampir keseluruhan Perangkat
Daerah mempunyai bukti kendali surat
masuk yang berupa buku agenda atau
kartu kendali surat masuk untuk
pencatatannya

Dalam pengendalian naskah dinas
keluar, tidak semua Perangkat Daerah
mempunyai buku kendali surat keluar
yang berupa buku agenda atau kartu

kendali surat keluar.

c) Persentase pengelolaan arsip secara
baku kearsipan masih rendah
4 Sarana Prasarana a) Rata-rata Perangkat Daerah

tidak/belum  mempunyai  ruangan
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Khusus untuk penyimpanan arsip
(record center) (hanya 7 dari 29
perangkat daerah yang memiliki
record center)

b) Arsip yang tercipta dari Perangkat
Daerah belum disimpan dalam box dan
rak khusus penyimpanan

¢) Penyimpanan arsip aktif belum sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

Sumber: Hasil olah data studi dokumentasi di Disipusda Kabupaten
Purwakarta
Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa Perangkat Daerah di

Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 masih belum memaksimalkan pengelolaan
kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan,
hanya beberapa Perangkat Daerah yang mempunyai record center, dan banyak
yang belum menyimpan arsip di rak khusus penyimpanan.

Dalam mengelola tugas-tugas dalam penyelenggaraan kearsipan, diperlukan
pengelola arsip dan arsiparis yang mempunyai keterampilan dalam mengelola arsip.
Berkaitan dengan tugas pengelolaan kearsipan di tiap Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta, dapat dilihat jJumlah pengelola arsip, arsiparis dan pengelola arsip di
tiap Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1. 2
Jumlah Pengelola Arsip dan Arsiparis Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta

Jumlah
Jumlah
No Nama Perangkat Daerah | Pengelola
Arsiparis )
Arsip
1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan |1 1
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 | SETDA 1 2
3 | RS Bayu Asih 1 1
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4 Badan Perencanaan Pembangunan, | - 1
Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 | Dinas Keuangan dan Aset Daerah - 2
6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan | - 1
Terpadu Satu Pintu
7 | Dinas Pangan dan Pertanian - 1
g Dinas Pengendalian  Penduduk dan | - 1
Keluarga Berencana
9 | Dinas Perhubungan - 1
10 | Dinas Lingkungan Hidup - 1
11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - 1
12 | Dinas Tata Ruang dan Pemukiman - 1
13 | Dinas Pendidikan - 1
14 | Dinas Kesehatan - 1
15 Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan | - 1
Pengairan
16 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan | 1 1
dan Perlindungan Anak
17 | Satuan Polisi Pamong Praja - 1
18 Dinas  Pemadam Kebakaran  dan | - 1
Penanggulangan Bencana
19 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1 1
20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | - 1
21 | Dinas Komunikasi dan Informatika - 1
22 | Dinas Perikanan dan Peternakan - 1
23 | Badan Pendapatan Daerah - 1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan | - 1
24 .
Sumber Daya Manusia
25 | KESBANG - 1
26 | Inspektorat - 1
27 | SETWAN 1 1
28 | DISPORAPARBUD - 1
29 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7 7
Jumlah 13 37

Sumber: Hasil olah data dari studi wawancara

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, diketahui bahwa jumlah arsiparis di

perangkat daerah adalah 13 orang dan jumlah pengelola arsip di tiap perangkat

Purwakarta
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daerah adalah 37 orang. Hanya 7 Perangkat Daerah yang mempunyai arsiparis,
dapat terlihat bahwa SDM arsiparis dan pengelola arsip yang mempunyai
kompetensi di bidang kearsipan masih terbilang kurang, karena masih ada 22
perangkat daerah yang tidak memiliki arsiparis dan pengelolaan arsip hanya
dikelola orang 1 pengelola arsip saja. Bahkan arsiparis di Disipusda Purwakarta
mengatakan bahwa dari 22 perangkat daerah yang tidak memiliki arsiparis,
pengelola arsip yang menanganinya adalah dari bidang administrasi umum yang
tidak mempunyai dasar pendidikan mengenai arsip.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sedarmayanti (2018,
him. 47) bahwa “salah satu masalah dalam pengelolaan arsip adalah kualifikasi
persyaratan pegawai tidak dipenuhi”. Maksudnya adalah masih banyak organisasi
yang menyerahkan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola arsip tanpa
persyaratan yang diperlukan, dengan contoh banyak pegawai-pegawai yang
dipindahkan dari unit lain ke unit kearsipan, karena beranggapan bahwa siapapun
dapat mengelola kearsipan.

Dari hasil temuan yang ditemukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
(Disipusda) Kabupaten Purwakarta pada Tabel 1.1, Disipusda Kabupaten
Purwakarta mendapatkan hasil untuk membuat kategori penilaian penyelenggaraan
kearsipan yang dilakukan oleh tiap Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta,
dengan kategori “Baik”, “Cukup”, dan “Kurang”. Adapun hasil rincian penilaian
penyelenggaraan kearsipan pada Tahun 2019 dalam Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1. 3
Hasil Kegiatan Penilaian Penyelenggaraan Kearsipan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2019
No Nama Perangkat Daerah Kat'e g?”
Penilaian

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan .

1 . . Baik
dan Perindustrian

2 | SETDA Baik

3 | RSUD Bayu Asih Cukup
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Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
4 Cukup
Pengembangan Daerah
5 | Dinas Keuangan dan Aset Daerah Cukup
6 D_inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Cukup
Pintu
7 | Dinas Pangan dan Pertanian Cukup
8 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cukup
9 | Dinas Perhubungan Cukup
10 | Dinas Lingkungan Hidup Cukup
11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cukup
12 | Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Cukup
13 | Dinas Pendidikan Kurang
14 | Dinas Kesehatan Kurang
15 | Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pengairan Kurang
Dinas  Sosial, = Pemberdayaan  Perempuan dan
16 Perlindungan Anak ’ i Kurang
17 | Satuan Polisi Pamong Praja Kurang
18 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | Kurang
19 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kurang
20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kurang
21 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kurang
22 | Dinas Perikanan dan Peternakan Kurang
23 | Badan Pendapatan Daerah Kurang
24 Badan .Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kurang
Manusia
25 | KESBANG Kurang
26 | Inspektorat Kurang
27 | SETWAN Kurang
28 | DISPORAPARBUD Kurang

Sumber: Laporan Penilaian Penyelenggaraan Kearsipan Purwakarta 2019

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019,

dari 28 Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, 16 diantaranya masih dinilai

“Kurang” dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai peraturan perundang-
undangan, lalu 10 Perangkat Daerah dinilai “Cukup” dan hanya 2 Perangkat Daerah

yang mendapatkan penilaian “Baik” dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Purwakarta sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) di Kabupaten
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Purwakarta. Sehingga, usaha dalam menyelenggarakan kearsipan di tiap Perangkat
Daerah masih dinilai belum optimal.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sedarmayanti (2018, him. 49) terdapat
beberapa cara yang bisa dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi masalah
kearsipan, salah satunya adalah dengan menambah kecakapan/keterampilan
pegawai kearsipan, yaitu dengan mengadakan pembinaan atau pendidikan dan
pelatinan di segala aspek kearsipan bagi para pejabat dan pelaksana agar dapat
memenuhi kualifikasi untuk mengelola arsip dan juga mengimbangi perkembangan
dalam mengelola kearsipan.

Pegawai kearsipan akan kesulitan dalam mengimbangi pengembangan
maupun penyempurnaan di bidang kearsipan, jika tidak disertai dengan
dilakukannya pembinaan pegawai kearsipan. Karna bahwasanya kegiatan
pembinaan kearsipan merupakan salah satu faktor penting untuk menambah
wawasan di bidang kearsipan bagi para pengelola arsip. Sesuai dengan yang
disebutkan dalam Bab | Pasal 1 Ayat (5) Perka Anri No. 12 Tahun 2017, disebutkan
bahwa:

“Kegiatan Pembinaan Kearsipan adalah kegiatan untuk memberi

pengarahan, penguatan, dan pemberdayaan kepada pencipta arsip, lembaga

kearsipan, dan Sumber Daya Manusia Kkearsipan serta pemangku
kepentingan lainnya, berkenaan dengan arsip guna mencapai tujuan
penyelenggaraan kearsipan secara efektif dan optimal”.

Sebagai upaya untuk menambah pemahaman arsip di tiap Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta, perlu adanya pembinaan kearsipan yang intensif kepada
pengelola arsip atau arsiparis di tiap Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
dengan menitikberatkan pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan
kearsipan.

Dapat dilihat dari data penilaian penyelenggaraan kearsipan dan jumlah
pengelola arsip dan arsiparis di tiap Perangkat Daerah dapat memberikan gambaran
bahwa kinerja pengelolan kearsipan di Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
masih dinilai belum optimal. Apabila hal tersebut terus dibiarkan maka akan

berdampak pada pengelolaan kearsipan di tiap Perangkat Daerah akan menjadi sulit
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berkembang. Sehingga perlu diketahui lebih lanjut mengenai pembinaan kearsipan
sebagai usaha dalam perbaikan di bidang kearsipan.

Oleh karena itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disipusda) Kabupaten
Purwakarta sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Purwakarta
melakukan pembinaan kearsipan agar dapat menimbulkan dampak yang positif
dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan secara menyeluruh pada

tiap Perangkat Daerah yang ada.

1.2.  ldentifikasi dan Rumusan Masalah

Inti kajian dalam penelitian ini adalah masalah kinerja kearsipan pada tiap
perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta setelah dilakukannya pembinaan
kearsipan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Purwakarta. Perlu adanya suatu
pendekatan terhadap pengelola arsip dalam rangka mengembangkan kinerjanya.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan kearsipan,
diantaranya kompetensi arsiparis, anggaran, sarana prasarana, kompetensi SDM
pengelola arsip yang dibina, dan lain sebagainya. Dan berdasarkan hasil kajian
secara empirik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kearsipan di
perangkat daerah Kabupaten Purwakarta, diduga faktor determinan yang paling
berpengaruh terhadap kinerja pembinaan kearsipan adalah masalah kompetensi
SDM pengelola arsip. Oleh karena itu, masalah kinerja kearsipan dalam penelitian
ini akan dikaji dalam perspektif kompetensi SDM pengelola arsip.

Masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, dirumuskan dalam
pernyataan masalah (problem statement) sebagai berikut: “Kompetensi SDM yang
menjadi pengelola arsip di tiap perangkat daerah belum banyak yang memahami
mengenai kearsipan, menjadikan pengelolaan arsip di tiap perangkat daerah tidak
terlaksana secara optimal, dan hal ini menyebebkan kinerja kearsipan di tiap
perangkat daerah relatif rendah. Kondisi semacam ini harus segera ditanggulangi
mengingat bila tidak, pengelolaan arsip di tiap perangkat daerah walaupun sudah

diberikan pembinaan kearsipan, tidak bisa dilakukan secara optimal.”
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Berdasarkan pernyataan masalah (problem statement) di atas, masalah
dalam penelitian ini secara spesifik dirumuskan dalam pertanyaan penelitian
(research question) sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran efektivitas pembinaan kearsipan di perangkat daerah
Kabupaten Purwakarta?

2. Bagaimana tingkat kinerja pengelolaan kearsipan di perangkat daerah
Kabupaten Purwakarta?

3. Adakah pengaruh efektivitas pembinaan kearsipan dengan kinerja pengelolaan

kearsipan di perangkat daerah Kabupaten Purwakarta?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan
meakukan kajian secara ilmiah mengenai pelaksanaan pembinaan kearsipan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta terhadap Perangkat Daerah di
Kabupaten Purwakarta. Analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui pengaruh
pembinaan langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Purwakarta terhadap kinerja kearsipan yang ada di tiap perangkat
daerah Kabupaten Purwakarta.
Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Mengetahui gambaran efektivitas pembinaan kearsipan di perangkat daerah
Kabupaten Purwakarta.
2. Mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan kearsipan di perangkat daerah
Kabupaten Purwakarta.
3. Mengetahui adakah pengaruh efektivitas pembinaan kearsipan terhadap tingkat

kinerja kearsipan di perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian yang dikemukakan diatas tercapai, penelitian ini akan
memberikan dua macam manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritik
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu
pengetahuan khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang
kearsipan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan
rujukan dalam membantu penelitian-penelitian lain.
2. Manfaat Empirik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi
lembaga kearsipan di tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan
kearsipan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan arsip bagi para pengelola

arsip di tiap-tiap organisasi di wilayah kewenangannya.
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